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PENETAPAN
Nomor 5546/Pdt.G/2024/PA.Sor

Zaa= b Z
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, lahir di Bandung, 15 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Yusni Hudaya, S.H., dan kawan-kawan,
para Advokat yang berkantor di Kp. Rancatungku, RT.06,
RW.01, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk,
Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik di
hudayayusni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 01 September 2024, yang terdaftar dalam
Register Kuasa Nomor 3429/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal
02 September 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXX, lahir di Bandung, 10 Maret 1984, umur 40 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di
XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September
2024, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor
5546/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 02 September 2024, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
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1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Aprii 2007 telah
dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/88/1V/2007,
tanggal 26 April 2007,

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat
dengan Tergugat membina Rumah Tangga dan bertempat tinggal bersama
terakhir di XXXXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut
sampai dengan sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
XXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 24 Agustus 2009

4. Bahwa pada awalnya kehidupan pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan
suami istri yang hidup dalam mabhligai rumah tangga harmonis, dan mereka
saling mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti
yang sudah dicita-citakan semenjak awal pernikahan, dan hal tersebut
sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun
dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari
pernikahan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan
tidak berhasil dicapai Penggugat dan Terguggat. Sebagai sepasang suami
istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan
pernikahan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya sulit terwujud sehingga
Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Soreang kelas
IB;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang disebabkan:
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1) Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah kepada

keluarga;

2) Tergugat kurang percaya diri jika diminta untuk bekerja, selalu

banyak alasan;

3) Tergugat selalu mengandalkan istri untuk mencari nafkabh;
Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di
atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1
(satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi
Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah,
mawadah dan rohmabh telah tidak dapat dicapai lagi ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas
berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada Mei 2012
Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sehingga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing
layaknya suami istri lagi hingga saat ini selama 12 (dua belas) tahun 3
(tiga) bulan dan yang pertama keluar atau pindah rumah dari tempat tinggal
bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa Upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara
individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan,
akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat merasa
kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan
dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang Bahagia dan Sejahtera
yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan
jalan yang lebih maslahat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim, untuk
memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang
ditetntukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih
lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:
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Primair:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang
berlaku.

Subsidair:

Apabila dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
menghadap di persidangan, ternyata menurut relaas untuk Tergugat Nomor
5546/Pdt.G/2024/PA.Sor, yang disampaikan melalui surat tercatat, Tergugat
tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Bahwa di persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa
Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu
Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal
01 September 2024, yang Penggugat berikan kepada para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari
Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2024, ternyata Surat Kuasa
Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo.
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Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai
advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa
Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan
Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh
karenanya para Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau
mewakili Penggugat beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan
rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat yang diwakili Kuasa
Hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh
Penggugat sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, oleh karenanya tidak
diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan
dengan ketentuan Pasal 271 Rv oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Majelis
Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
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1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
5546/Pdt.G/2024/PA.Sor, dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Kami
Abdul Rahman, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sahuri, S.Sy., dan
Murtadha, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. Misbahul Anwar, sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Achmad Sahuri, S.Sy. Murtadha, Lc.

Panitera Pengganti,
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Drs. H. Misbahul Anwar

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
C. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan :Rp 20.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp165.000,00
Terbilang Seratus enam puluh lima ribu rupiah
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